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Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
social. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan 
reformasi sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
Indonesia. Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, ditetapkan dan 
diundangkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Jember yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar 
yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan 
potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten Jember. 
Permasalahannya adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah 
mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember?; apa saja hambatan 
dan bagaimana solusi implementasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan 
pendidikan di Kabupaten Jember?. 
Untuk memperoleh data yang diharapkan, tipe penelitian yang dipergunakan 
adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan 
diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah kaidah atau 
norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan 
dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti 
undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 
Akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan 
Daerah Nomor mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember 
ternyata tidak efektif. Tidak efektifnya implementasi tersebut, dapat diketahui 
bahwa Perda tersebut tidak terlaksana secara maksimal, bahwa lembaga/satuan 
pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Kabupaten Jember yang melaksanakan 
Peraturan Daerah tidak mencapai 50%, seperti: di tingkat SD 75%, di tingkat SMP 
25%, dan tingkat SMA/SMK hanya 20%,  
Bertitik tolak dari hasil penelitian ini, kepada pihak-pihak terkait, khususnya 
penentu kebijakan, dikemukakan saran-saran, agar hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang 
berbasis riset, atau disarankan agar setiap kebijakan yang ditempuh didasarkan 
pada hasil kajian yang komprehensif. 
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1.1. Latar Belakang 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial…”1. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 juga mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan”, dan ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang diatur dengan undang-undang”.2  
Sebagai usaha memenuhi amanat UUD 1945 tersebut, maka disahkan 
undang-undang sistem pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah 
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional”. “Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.3  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan 
reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, 
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan 
                                                          
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) dan (3), 
perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002. 
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1. 
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nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan 
masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.  
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana 
termaktub pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai 
berikut: 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.4 
 
Peraturan Daerah, atau disingkat Perda, adalah produk kebijakan 
Pemerintah Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang 
Paripurna DPRD, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Daerah. Salah satu 
Perda yang telah disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang 
Paripurna DPRD dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda 
tentang Pendidikan, atau disebut Perda Pendidikan. 
Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, pada tanggal 5 
Maret 2007 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember (lembaran 
daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2). Tujuan Peraturan Daerah 
tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain dijelaskan sebagai 
berikut:  ”Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan 
sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan 
mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten 
Jember”.5 
  
                                                          
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 
5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Jember, pasal 3. 
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Sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2007 tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun. Saatnya sudah 
mendesak untuk segera dilakukan evaluasi menyangkut bagaimana implementasi 
peraturan daerah tersebut, apa saja hambatan implementasi peraturan daerah 
tersebut, serta bagaimana solusi mengatasi permasalahan implementasi peraturan 
daerah tersebut. Alasan-alasan inilah yang mendasari pemikiran untuk 
mengadakan penelitian berbentuk dengan judul Pengembangan Pendidikan 
Agama Islam Dalam Perspektif Otonomi Daerah. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di 
Kabupaten Jember?. Secara spesifik rumusan masalah penelitian tersebut dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember? 
2. Apa saja hambatan implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten 
Jember? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Mendeskripsikan implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, 
2. Mengidentifikasi hambatan implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di 
Kabupaten Jember. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai upaya pengkayaan teoritik serta upaya problem solving terkait 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Jember. 
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2. Sebagai masukan bagi peneliti berikut, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai rujukan awal bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mendalami, 
memperluas, dan mengembangkan hasil-hasil penelitian ini. 
 
1.5. Metode Penelitian 
1.5.1. Tipe Penelitian 
Penelitian bukan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan-
permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang 
dipergunakan adalah adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, 
dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah 
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif 
dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal 
seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan6. 
 
1.5.2. Pendekatan Masalah 
Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute 
approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, statute approach dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 
yang sedang ditangani.7 Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-
undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, penelitian ini juga 
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu, asas-asas 
hukum (principle approach). Pendekatan asas-asas hukum ini digunakan untuk 
menggali asas-asas hukum ini digunakan untuk menggali asas-asas hukum yang 
berkembang dalam masyarakat. 
 
                                                          
6 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 
Mandar Maju Bandung, 1995), hlm. 63. 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), 
hlm. 93.  
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1.5.3. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau 
memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang 
diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Dalam penulisan 
skripsi ini digunakan bahan-bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
non-hukum. 
 
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan, dan putusan-putusan hakim.8 
Soetandyo Wignjosoebroto juga mengemukakan pendapatnya, bahwa 
bahan-bahan hukum primer ini yang dimaksud ialah seluruh hukum perundang-
undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.9 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
terdiri dari: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, 
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Jember. 
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pendidikan 
Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur’an Sekolah Dasar/Sekolah 
                                                          
8 Ibid, hlm. 141. 
9 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum, 
Korelasi dan Refleksi (edisi Pertama), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 90.  
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Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 
Kejuruan Kabupaten Jember. 
 
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau 
putusan pengadilan.10 
Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik mulai yang 
deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat 
memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (ius 
constitutum), dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) juga 
dipositifkan (ius constituendum).11 Bahan hukum sekunder yang dipergunakan 
dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan 
tulisan-tulisan tentang hukum. 
 
1.5.3.3. Bahan Non Hukum 
Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang 
digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder 
yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang 







                                                          
10 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 140.  
11 Soetandyo Wignjosoebroto, Loc. Cit.  
12 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 163.  
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1.5.4. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan Ratio Legis dari undang-
undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio Legis dapat  
diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.13 Sedangkan hasil analisis 
tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu 
cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum 
menuju pembahasan yang bersifat khusus. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum 
adalah mengidentifikasikan fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan 
untuk nenetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan 
hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai 
relevansi dengan permasalahan. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 
berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan 
dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum, memberikan preskripsi atau 
hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun 
dalam kesimpulan.14 
 
                                                          
13 Ibid, hlm. 140.  








2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi 
berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas 
sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang 
terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang meliliki 
cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat 
tertata dengan baik. 
Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai 
berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan 
di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau 
kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. 
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
disebutkan bahwa : 
(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
adalah: 
a. Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah 
provinsi dan DPRD provinsi; 
b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 
(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 




Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas 
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan  asas otonomi dan tugas 
pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana 
telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Pemerintahan Daerah). 
Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 
pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah). Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah harus mampu mengelola 
daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari 
praktik-praktik korupsi. 
 
2.1.2. Wewenang Pemerintah Daerah 
Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: 
(1)urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 
kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota 
meliputi : 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggaraan pendidikan; 
g. penanggulangan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
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j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
(2)Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan 
demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua 
urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau 
kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 
 
Kepala daerah sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah memiliki 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan daerah 
kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 
pemerintah disampaikan kepada presiden melaui Menteri Dalam Negeri untuk 
Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Walikota 
satu kali dalam satu tahun. 
Laporan tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan 
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih 
lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang laporan 
penyelenggaraan pemerintah daerah ini tidak menutup adanya laporan lain baik 
atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan pemerintah. 
 
2.1.3. Konsep Desentralisasi 
Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan 
bahasa latin yang terdiri dari kata de berarti lepas, dan centrum berarti pusat, 
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sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat15. Maksud 
pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari 
ikatan Negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan 
kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri16, dengan kata lain, daerah diberikan otonomi 
untuk menjadi daerah otonom. 
Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, Logemann 
mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (vrije 
beweging) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah 
sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang bersifat inisiatif sendiri yang disebut 
otonomi, yang oleh Van Vollenhoven dinamakan eigenmeesterschap. Wesber 
sebagaimana dikutip Bayu Surianingrat17 menyebutkan bahwa “to decentralize 
means to devide and distribute, as governmental administration, to withdraw from 
the center or place of concentration”  yang artinya bahwa desentralisasi berarti 
membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, 
mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. 
Dalam pandangan Joeniarto18, desentralisasi dimaksudkan untuk 
memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah local untuk 
mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Lain halnya dengan Irawan Sujito19, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah 
pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 
Sedangkan Amrah Muslimin20 mengatakan bahwa desentralisasi merupakan 
pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan 
otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. 
                                                          
15 Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: 
Bina Cipta, 1979), hlm 14. 
16 Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), hlm 38. 
17 Bayu Surianingrat, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu 
Analisa, (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), hlm 3. 
18 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 15. 
19 Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rhineka Cipta, 
1990), hlm. 29. 
20 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42. 
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Berdasarkan berbagai pengertian desentralisasi diatas, maka dapat dilihat 
bahwa terdapat berbagai pengertian yang bervariasi, ada yang menyebutkan 
sebagai melimpahkan, melepaskan, memberikan, memindahkan, membagi dan 
mendistribusikan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks keIndonesiaan, 
desentralisasi lebih tepat dikatakan sebagai penyerahan wewenang oleh 
pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Hal ini didasarkan pada penggunaan istilah yang terdapat dalam skema 
pengertian desentralisasi pada beberapa undang-undang pemerintahan daerah. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah, mengartikan desentralisasi dalam Pasal 1 huruf b sebagai 
penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya 
kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Demikian juga Pasal 1 huruf e 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
menentukan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desentralisasi sebagai kebalikan dari sentralisasi merupakan suatu sistem 
yang lazim digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan21, khususnya dalam 
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terkait dengan desentralisasi dan 
sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Robert D. Miewald 
menyebutkan bahwa tema desentralisasi dan sentralisasi terutama berkenaan 
dengan fenomena tentang delegation of authority and responsibility yang dapat 
diukur dari sejauh mana unit-unit organisasi bawahan memiliki wewenang dan 
tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan. 
                                                          
21 Ibnu Tricahyo, Pengaturan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis, (Malang, Program Doktor Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 3. 
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Menyangkut hubungan desentralisasi dengan otonomi, Astim Riyanto 
mengatakan bahwa otonomi dalam Negara kesatuan adalah wujud dari asas 
desentralisasi yang bentuk daerahnya disebut daerah otonom. Dengan demikian 
maka dalam negara kesatuan, yang dipandang sebagai asas adalah desentralisasi. 
Sedangkan otonomi yang dipandang sebagai asas digunakan untuk negara serikat, 
karena pemerintah negara bagian lazim disebut juga negara (state) yang 
berkedudukan setaraf (horizontal, coordinate, concurrent) dengan pemerintah 
federal. 
Pandangan yang berbeda tentang hubungan desentralisasi dengan 
otonomi dikemukakan oleh Bagir Manan, dengan menyatakan bahwa 
desentralisasi tidak sama dengan otonomi karena otonomi hanyalah salah satu 
bentuk desentralisasi. Dijelaskan juga bahwa desentralisasi bukanlah asas 
melainkan suatu proses dan yang asas adalah otonomi22. Sebagai suatu proses, 
desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah guna 
melaksanakan pemerintahan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak 
terpusat (sentralistis). Pendapat Bagir Manan tersebut menunjukkan bahwa 
desentralisasi diterapkan adalah dalam rangka menghindari agar tidak terjadi 
sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan derah. 
 
2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
2.2.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur yang terdapat dalam 
sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang 
cukup berat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga 
perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan 
                                                          
22 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet. III, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum 
Fakultas Hukum UII, 2004), hlm. 11. 
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Perwakilan Rakyat Daerah juga berkedudukan sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan (Wikipedia bahasa Indonesia). 
Menurut Sukarna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan 
perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk 
menjalankan legal control, politic control, social control, economic control, 
educational control, dan lain-lain. Berdasarkan tiga pegertian yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang teramat 
berat. Bila melihat dari pengertian-pengertian diatas berarti bahwa DPRD adalah 
orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat daerah (provinsi atau 
kabupaten/kota) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan 
keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi. 
Kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat menurut Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 sangat kuat dibandingkan dengan kekuasaan Kepala 
Daerah (eksekutif). Kedudukannya bukan sebagai subordinasi dari Pemerintah 
Daerah. Demikian pula kaitannya dengan kedudukannya sebagai lembaga 
legislatif maupun lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
serta dalam kedudukannya sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik 
di fraksi, kedudukan DPRD secara politis dapat dikatakan sangat kuat. 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, hubungan antara Kepala Daerah 
dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat 
kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga 
Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak 
saling membawahi. Hal ini tercermin dengan pembuatan kebijakan daerah berupa 
Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antar Kepala Daerah 
dan DPRD adalah mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk 
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga 
antar kedua lembaga itu membangun hubungan kerja yang sifatnya saling 




2.2.2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut: 
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. Mambahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama 
dengan kepala daerah; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, 
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
bagi DPRD kabupaten/kota; 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
wakil kepala daerah; 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional 
yang dilakukan  oleh pemerintah daerah; 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah 
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.  
 
Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana yang diuraikan 
diatas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-
undangan, namun pada kenyataannya tugas pengawasan yang dilakukan DPRD 
kurang optimal. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya perda yang berlaku di 
kehidupan masyarakat yang tidak diiringi oleh pengetahuan dan pemahaman yang 
memadai dari masyarakat mengenai keberadaan perda atau peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Wewenang yang lain yakni membentuk perda. Dalam membentuk perda, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah memperhatikan berbagai aspek 
sebagai tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan 
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mudah diterapkan dalam masyarakat sebagai salah satu pilar utama bagi 
penyelenggaraan suatu negara. Jika kita membicarakan Ilmu Perundang-
undangan, maka membahas pula proses membentuk peraturan negara, dan 
sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan 
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah23. 
Disebut juga Gesetzgebungswissenschaft (ilmu indisipliner yang 
berhubungan dengan Ilmu Politik dan Sosiologi) dan dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada 
kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat 
kognitif, 
2. Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada 
melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-
undangan, dan bersifat normatif.24 
Peraturan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Landasan Filosofis (filosofische grondslag) 
Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara 
filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der 
waarheid), dan cita-cita keadilan (idee der gerechtigheid), dan cita-cita 
kesusilaan (idee der zedelijkheid).25 
2. Landasan Sosiologis (sociologische grondslag) 
Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum 
atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk 
harus sesuai dengan hukum yang hidup (living law) di masyarakat.26 
 
                                                          
23 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, 
(Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 1. 
24 Burkhardt Krems dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-
dasar dan Pembentukannya, loc. Cit, hlm. 2. 
25 Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam 
Sorotan, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 7. 
26 Ibid, hlm. 7. 
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3. Landasan Yuridis (rechtsgrond) 
Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum 
atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang 
lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:         
(i) landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang 
memberikan wewenang (bevoegdheid) kepada suatu lembaga untuk 
membentuknya, dan (ii) landasan yuridis yang beraspek material berupa 
ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.27 
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan 
dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang undangan. 
Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh 
pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah 
peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset 
yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
berbasis riset).28 
Pembahasan setiap rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan 
Rakyat diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
peraturan perundang-undangan ditingkat daerah diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan,  maka pembentukan peraturan perundang-
undangan baik di tingkat pusat maupun daerah berlaku ketentuan dalam undang-
undang tersebut. 
Menurut Maria Farida Indrati S., landasan pembentukan perundang-
undangan terdapat dalam konsiderans yaitu dalam dasar hukum “mengingat” 
hanya dimuat Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut 
memberikan kewenangan pembentukan suatu Undang-undang. Walaupun dalam 
dasar “mengingat” Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut hanya 
                                                          
27 Jazim Hamidi, Op.Cit., hlm. 8. 
28 Ibid, hlm. 24. 
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merumuskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan 
pembentukan suatu Undang-undang, namun demikian sebenarnya terdapat 
beberapa ketentuan yang merupakan landasan hukum yang tegas bagi 
pembentukan undang-undang tersebut. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu “Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan 
yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”. 
Legislative Drafting menurut Jazim Hamidi, adalah sebuah ilmu pengetahuan 
yang merupakan aturan-aturan tertentu yang dapat diletakkan sebagai aplikai 
umum terhadap semua tindakan-tindakan/langkah-langkah yang muncul dalam 
“Perencanaan Undang-undang” (drafting) dan juga sebagai satu perangkat (set) 
aturan tertentu yang selalu diobservasi oleh semua pembuat undang-undang untuk 
tujuan (dari) pemakai metode yang terjamin aman dalam draft mereka. 
Selanjutnya yang menjadi pokok kajian adalah mengenai pembentukan 
peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan 
peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai perencanaan, pembahasan, teknik 
penyusunan, perumusan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam 
mempersiapkan pembahasan pengesahan rancangan peraturan daerah, harus 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Disamping itu, peraturan 
daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat 
pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 
147 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil 
penelitian yang mendalam terhadap subyek dan obyek hukum yang akan 
diaturnya. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau 
Bupati/Walikota, dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan berlaku secara 




Proses pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan 
(peraturan daerah termasuk di dalamnya) didasarkan pada Pasal 15 Permendagri 
Nomor 53 Tahun 2011, yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah 
(Prolegda). Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah 
instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis (Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). 
Untuk selanjutnya secara teknis diatur pada Pasal 16 sampai dengan 
Pasal 26 Permendagri No.53 Tahun 2011. Pasal 16 menerangkan bahwa Kepala 
daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda 
berdasarkan Prolegda. Pasal 17 menyatakan bahwa (1) Pimpinan SKPD meyusun 
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah 
akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan 
materi muatan yang diatur. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan kepada biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 Permendagri Nomor 
53 Tahun 2011, bahwa (1) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah 
dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota 
untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) dapat mengikutsertakan instansi vertical dari kementrian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 
Kemudian, rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan 
daerah atau sebutan lainnya yang diprakarsai oleh kepala daerah disampaikan 
kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dilakukan pembahasan serta 
dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang 
ditunjuk oleh kepala daerah. Kemudian untuk pembahasan rancangan peraturan 
daerah atau sebutan lainnya atas inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah 
dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau pimpinan satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun dalam pembahasan rancangan 
peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah, baik atas inisiatif pemerintah 
20 
 
maupun atas inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah, dibentuk tim asistensi 
dengan sekretariat berada pada biro hukum atau bagian hukum. 
Pembahasan rancangan peraturan daerah antara DPRD bersama kepala 
daerah biasanya dilakukan melalui 4 (empat) tingkatan pembicaraan, yaitu:29 
1. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi: 
a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian 
Raperda yang berasal dari usul prakarsa kepala daerah. 
b. Penjelasan dalam rapat paripurna oleh komisi/gabungan komisi atau 
pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan Raperda 
yang berasal dari usul prakarsa DPRD. 
2. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi: 
a. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal 
dari kepala daerah 
1) Pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal 
dari kepala daerah. 
2) Jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. 
b. Dalam hal Raperda yang berasal dari usul prakarsa DPRD 
1) Pendapat kepala daerah terhadap Raperda atas usul DPRD. 
2) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah. 
3. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat 
komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama 
dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
4. Pembicaraan tingkat keempat, meliputi: 
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 
1) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga 
2) Pendapat akhir fraksi 
3) Pengambilan keputusan 
b. Penyampaian sambutan kepala daerah. 
                                                          
29 Maria Farida Indrati S., Op. Cit., hlm. 26. 
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c. Rapat fraksi diadakan sebelum dilakukan pembicaraan tentang laporan 
hasil pembicaraan tahap ketiga, pendapat akhir fraksi dan pengambilan 
keputusan. 
d. Apabila dipandang perlu badan musyawarah dapat menentukan bahwa 
pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat gabungan atau dalam 
rapat panitia khusus. 
Mengenai teknis, tata cara dan waktu dari sebuah Raperda yang telah 
disetujui bersama lembaga legislative  dan lembaga eksekutif diatur dalam Pasal 
144 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dijelaskan dalam pasal ini bahwa Raperda yang telah disetujui bersama oleh 
DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala 
daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian Raperda tersebut 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya 
Raperda tersebut ditetapkan oleh kepala daerah dengan jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Raperda yang telah disetujui tidak 
ditandatangani kepala daerah, maka Raperda tersebut sah menjadi peraturan 
daerah dan diundangkan.30 
Seperti halnya sebuah peraturan perundang-undangan yang diundangkan 
dalam lembaran negara, setelah diberikan penomoran selanjutnya peraturan 
daerah diundangkan dalam peraturan daerah. Pasal 142 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 58 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, 
menjelaskan bahwa pengundangan ini dilakukan oleh sekretaris daerah. 
 
2.3. Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan Perda merupakan gabungan 
dari dua kata, yakni kata Peraturan dan Kata Daerah. Istilah Peraturan berasal dari 
kata dasar atur yang mendapat awalan per dan akhiran an. Kata atur dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia adalah disusun dengan baik, rapi dan tertib. Kata 
                                                          
30 Ibid, hlm. 65. 
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peraturan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan 
(petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur31. 
Secara teoretikal, menurut Irawan Soejito32 perda adalah nama dari hasil 
pekerjaan legislative dari daerah. Selanjutnya menurut Irawan Soejito, Peraturan 
Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala 
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, 
dan harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan 
hukum dan mengikat. Selaras dengan pendapat ini, Djoko Prakoso33 menyatakan 
bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu 
agar dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. 
Lain halnya dengan Bagir Manan34 yang menggunakan istilah peraturan 
perundang-undangan tingkat daerah, dalam istilah ini Bagir mendefinisikan bahwa 
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah 
daerah yang berwenang membuat peraturan perundang undangan tingkat daerah. 
Pengertian ini masih mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan di 
daerah yakni Perda dan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur, 
Keputusan Bupati dan Keputusan Walikota yang sifatnya mengatur). 
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah yang 
selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan 
daerah kabupaten/kota. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
meyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
                                                          
31 Suprin Na’a, Perda dalam Perspektif Perundang-undangan, (Palu: Tadulako University Press, 
2004), hlm. 56. 
32 Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 7-9. 
33 Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah: dan Beberapa Usaha 
Penyempurnaannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 43. 
34 Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, 
(Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 1. 
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Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari fungsi legislasi, yakni 
merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat 
mengatur (regelende functie), hal ini berkenaan dengan kewenangan untuk 
menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum 
yang mengikat dan membatasinya35. Instrumen perencanaan peraturan daerah 
dilakukan dalam program legislasi daerah yang disusun bersama antara Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah juga 
merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan. Dengan kata lain, Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis 
untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan36. 
Dalam pembuatan dan perancangan peraturan daerah sebagai 
implementasi fungsi legislasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak 
hanya bekerja sendiri melainkan merancang Peraturan Daerah tersebut bersama 
kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama37. Hal ini terdapat pada 
Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari 
DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Peraturan 
Daerah harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan 
bersama, rancangan Peraturan Daerah tidak akan dibahas lebih lanjut. Pada 
prakteknya akibat penggunaan model desentralisasi berkeseimbangan, perlu ada 
perubahan pembagian peran antara kepala daerah dan DPRD. Salah satu 
perubahannya adalaah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak 
didominasi oleh kepala daerah. Padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak 
menjadi ranah DPRD, sehingga tercapainya prinsip “check and balance". 
                                                          
35 Soenobo Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 128. 
36 Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 
175. 




Satjipto Rahardjo38 mengatakan bahwa masalah hukum adalah masalah 
manusia bukan sistem perundang-undangan belaka, masalah hukum bukan 
semata-mata urusan Undang-undang (affair of rules) tetapi juga urusan perilaku 
manusia (affair of behavior). Hukum ada didalam masyarakat untuk menjaga 
ketertiban dan memberikan keadilan, hukum untuk masyarakat, hal ini adalah 
membentuk suasana yang dinamis, namun bagi bangsa yang berubah dengan 
cepat, siasat tersebut tidak semuanya menjamin bahwa keadaan akan dapat teratasi 
karena akan muncul seberapa besar perubahan dilakukan agar hukum benar-benar 
dapat disiapkan untuk melayani masyarakat. Perubahan sosial yang besar 
menyebabkan hukum sulit untuk mengakomodasikannya kedalam sistem yang 
ada, perubahan tersebut termasuk perubahan perilaku bangsa yang cenderung 
berorientasi kepada keuntungan bersifat kapitalis sehingga berpengaruh pada 
praktik hukum. 
Menurut Lawrence Meir Friedman39, terdapat tiga unsur dalam sistem 
hukum, yakni struktur (structure), Substansi (Substance), dan Kultur Hukum 
(Legal Culture). 
1. Substansi Hukum 
Adalah suatu produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum yang 
mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka 
susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan 
hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law book). Substansi 
hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian 
yang memberi semacam bentuk dan batasannya secara keseluruhan. 
2. Struktur Hukum 
Merupakan institusional dalam keberadaan hukum. Struktur hukum disini 
meliputi lembaga negara penegak hukum yang secara khusus diatur oleh 
undang-undang seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan 
lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan lembaga penegak 
                                                          
38 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 41-44. 
39 Lawrence Meir Friedman, The Legal Theory: A Social Science Perspective, (New York: Russel 
Sage Foundation, 1975), hlm. 17. 
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hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh-pengaruh lain. 
3. Budaya Hukum 
Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, 
nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran 
sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 
dihindari atau bahkan disalahgunakan. 
Menurut Achmad Ali40, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 
efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh 
mana aturan-aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, tentu saja jika aturan 
hukum itu ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum itu efektif. 
Jika yang akan kita kaji adalah efektifitas perundang-undangan41, maka 
kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan 
banyak bergantung pada beberapa faktor, antara lain: 
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 
masyarakat. 
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat). 
Oleh karena itu pada umumnya, faktor yang paling banyak 
mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah professional, dan 
optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik 
didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 
menegakkan perundang-undangan tersebut. 
                                                          
40 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 
(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375. 
41 Ibid, hlm. 378-379. 
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Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik 
diperlukan keserasian dan hubungan antara lima faktor, yakni: 
1. Hukum dan peraturan itu sendiri. 
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. 
Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-
undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala 
ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum-hukum kebiasaan, dan 
seterusnya. 
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. 
Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas 
pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan 
sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan 
terjadi ketidakteraturan pada sistem penegakan hukum. 
3. Fasilitas yang diharapkan dalam penegakan hukum. 
Jika peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas 
penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan 
hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.42 
Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka terwujudnya efektifitas 
hukum itu diwujudkan dengan terwujudnya nilai-nilai keadilan yang diciptakan 
oleh penegak hukum, terwujudnya ketertiban dan peradaban masyarakat yang 
menghargai hukum dan sadar hukum serta adanya perubahan masyarakat yang 
bisa diakomodasikan kedalam sistem hukum, tercapainya peraturan hukum 
berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa bukan 
kepentingan politik, kepentingan penguasa, atau kepentingan pengusaha. 
                                                          
42 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2011), hlm. 8. 
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Dengan demikian, untuk mewujudkan efektifitas hukum, terdapat banyak 
faktor yang terkait dan terlibat langsung yang harus dikaitkan dan diadakan 
pembenahan yang serius dengan langkah-langkah yang mantap, tegas, terkonsep 
dan terarah. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 
efektifitas penegakan hukum43. 
Menurut Sunaryati Hartono44, hukum merupakan suatu sistem yang 
terdiri dari banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, apabila 
salah satu bagiannya (misalnya peraturannya) diubah, maka semua unsur hukum 
lainnya harus turut diubah pula. Jika hukum dilihaat sebagai suatu sistem, hukum 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:45 
1. Nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat 
2. Filsafat hukum 
3. Norma-norma hukum yang terdiri dari; 
a. Hukum Nasional 
1) Konstitusi 
2) Undang-undang 
3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-
undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan 
Presiden, Peraturan daerah, dll. 
4) Yurisprudensi tetap (putusan-putusan pengadilan yang diikuti dengan 
hukum yang lebih rendah atau hakim yang memutus kemudian) 
5) Hukum kebiasaan (melalui kontrak-kontrak dan dalam bidang/sector 
bisnis tertentu) 
6) Hukum adat 
7) Hukum agama, dll. 
b. Hukum Internasional 
                                                          
43 Ibid, hlm. 9. 
44 Sunaryati Hartono, Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum 
Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 44-45. 
45 Ibid, hlm. 45-46. 
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1) Perjanjian/konvensi multilateral yang telah dirativikasi oleh 
pemerintah Republik Indonesia 
2) Perjanjian internasional antara Republik Indonesia dengan negara lain 
3) Hukum kebiasaan dan asas-asas hukum internasional 
4. Lembaga-lembaga hukum, seperti DPR, lembaga eksekutif, pengadilan, 
lembaga pemerintah di pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan 
negara, dan lain-lain 
5. Proses dan prosedur di lembaga-lembaga hukum 
6. Sumber daya manusia (mutu profesionalisme, komitmen, dan moral) 
7. Lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum 
8. Sarana dan prasarana (baik perangkat keras, perangkat lunak, perabot, alat 
transportasi kendaraan, senjata atau computer dengan seluruh perangkat dan 
sistemnya, dan sebagainya) 
9. Lembaga-lembaga pembangunan hukum, seperti badan pembinaan hukum 
nasional, komisi hukum nasional, badan perencanaan pembangunan hukum 
nasional dan sebagainya 
10. Anggaran negara yang disediakan untuk pemeliharaan dan pembangunan 
hukum 
Kesepuluh unsur sistem hukum itu saling berpengaruh dan bersinergi, 
jika satu unsur saja tidak berjalan atau tidak mencukupi (misalnya kurangnya 
anggaran bagi sarana dan prasarana hukum, atau SDM yang tidak memadai, atau 
sistem pendidikan hukum yang sudah tidak memadai untuk abad ke-21, DPRD 
yang tidak efektif, dan sebagainya) akan mengakibatkan macetnya seluruh sistem 
hukum. 
 
2.4. Penyelenggaraan Pendidikan 
Sebagaimana dikemukakan  sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat 
(3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
29 
 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.46 
Sebagai usaha memenuhi amanat UUD 1945 tersebut, maka disahkan undang-
undang sistem pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah 
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional”. “Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.47  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan 
reformasi sistem pendidikan nasional Indonesia. Undang-undang tersebut memuat 
visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan 
pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan 
dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.  
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti dimaksud, 
adalah sebagaimana termaktub pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut: 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.48 
 
Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, pada tanggal 5 
Maret 2007 telah ditetapkan dan sekaligus diundangkan Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember 
(lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2). Tujuan Peraturan 
Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember tersebut antara 
lain dijelaskan sebagai berikut: ”Penyelenggaraan pendidikan bertujuan 
                                                          
46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) dan (3), 
perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002. 
47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasa l 1. 
48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasa l 3. 
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meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara 
nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khusus 
daerah di Kabupaten Jember”.49 
Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan, selain harus sesuai dengan 
standar nasional pendidikan, juga harus mempertimbangkan pengembangan 
potensi dan ciri khusus daerah, khususnya di Kabupaten Jember. Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup SNP 
meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.50 
Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 
peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup 
lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini memuat: kerangka dasar dan 
struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan 
kalender pendidikan/akademik.51 
Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;  
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;  
d. kelompok mata pelajaran estetika;  
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.  
                                                          
49 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Jember, Pasal 3. 
50 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 ayat 
(1). 
51 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5-6. 
31 
 
Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga 
pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi 
pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.  
Contoh-1: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada 
SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, 
SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan 
dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan: 
Contoh-2: kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ 
Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui 
muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni 
dan budaya, dan pendidikan jasmani. 
Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 
standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik52. Setiap satuan pendidikan 
melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 
terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.  
Pada Pasal 20-24 digariskan: perencanaan proses pembelajaran meliputi 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya 
tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 
penilaian hasil belajar. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan 
jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per 
pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio 
maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Penilaian hasil pembelajaran pada 
                                                          
52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19. 
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jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian 
sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Pengawasan proses 
pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan 
pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Standar perencanaan proses 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan 
pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan 
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi 
lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta 
didik dari satuan pendidikan. Kompetensi lulusan dimaksud, mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan dari seluruh mata pelajaran atau kelompok mata 
pelajaran.53 
Pada Pasal 26 ayat (1-4) dinyatakan: Standar kompetensi lulusan pada 
jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  Standar kompetensi lulusan pada satuan 
pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan 
pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar 
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk 
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 
memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 
mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat 
bagi kemanusiaan. 
 
                                                          
53 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 25. 
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Seperti dikemukakan pada bab satu, tentang sosok manusia dalam 
perspektif pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam mencitakan kompetensi 
lulusan yang terintegrasi antara potensi fisik, ’aql, dan qalbnya, sehingga lulusan 
yang ingin dicapai adalah lulusan yang memiliki kompetensi terintegrasi antara 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari seluruh mata pelajaran atau kelompok 
mata pelajaran. 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan 
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik, adalah tingkat 
pendidikan minimal, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
yang relevan. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah serta PAUD meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) 
kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.54 
Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 
mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan 
kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 
bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan kompetensi 
profesional adalah adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 
luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik 
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan 
pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
                                                          
54 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28. 
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Pendidik pada PAUD, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs 
atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat, 
SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau SMK/MAK atau 
bentuk lain yang sederajat harus (1)  memiliki kualifikasi akademik minimal D4 
atau S1, (2) latar belakang pendidikan yang relevan, dan (3) sertifikat profesi yang 
sesuai dengan satuan pendidikannya. Tenaga kependidikan harus memiliki 
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. 
Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan 
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 
tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 
lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.55 
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, 
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, 
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, 
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bereibadah, 
tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 
Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 
tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan Oleh 
Satuan Pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan 
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.56 
                                                          
55 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 42. 
56 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49. 
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Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 
menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan 
mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, 
keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-
masing perguruan tinggi. 
Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 
personal. Biaya investasi satuan pendidikan, meliputi biaya penyesiaan sarana dan 
prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.57 
Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: gaji pendidik dan tenaga 
kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan 
pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, 
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 
Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik.  Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh 
satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.58 
 Selain itu, dalam konteks lokal, telah ditetapkan dan sekaligus 
diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Jember (lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 
2007 Nomor 2). Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di 
Kabupaten Jember tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:  
”Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai 
                                                          
57 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62. 
58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 63. 
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dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan 
pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten Jember”.59 
Peraturan Daerah, atau disingkat Perda, adalah produk kebijakan 
Pemerintah Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang 
Paripurna DPRD, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Daerah.  Salah satu 
Perda yang telah disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang 
Paripurna DPRD dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember. 
Pertimbangan pengembangan potensi dan ciri khusus daerah bidang 
pendidikan di Kabupaten Jember pada umumnya diwujudkan dalam bentuk 
Muatan Kurikulum dan Muatan Lokal. Selengkapnya termaktub dalam pasal 32 
dan pasal 33 berikut: 
Pasal 32: 
(1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah memasukkan muatan/kegiatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muatan 
kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling 
melengkapi antara kelompok pelajaan yang satu dengan kelompok 
mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan 
intra-kurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik. 
(3) Untuk kelompok mata pelajafran agama dan akhlak mulia 




(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan 
lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai 
mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku 
pada semua peserta didik. 
(2) Pencak silat merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib 
dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. 
                                                          
59 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Jember, Pasal 3. 
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(3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan 
lokal baca dan tulis al-qur’an bagi peserta didik yang beragama Islam. 
(4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatan lokal 
disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama. 
(5) Kurikulum muatan lokal lainnya diberikan sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam 
kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik. 
(6) Pelaksanaan pendidikan muaqtan lokal seperti dimaksud pada ayat 








3.1. Implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 
mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember 
Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. 
Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya–
Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan 
Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, 
Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh 
Samudera Indonesia, yang didalamnya terdapat Pulau Nusa Barong. Posisi 
koordinatnya adalah 7059’6” sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 113016’28” 
sampai 114003’42” Bujur Timur.  
Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km2, dengan karakter 
topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur 
yang luas ke arah selatan. Beberapa kecamatan memiliki hamparan yang relatif 
datar dengan kemiringan di bawah 2 derajat, antara lain Kecamatan Kencong, 
Ajung, Balung, Umbulsari, Jombang dan Sumbersari. Kecamatan Tempurejo 
sebagian besar berupa pegunungan dengan kemiringan rata-rata di atas 40 derajat. 
Kecamatan lainnya mempunyai rata-rata elevasi wilayah yang bervariasi.  
Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 100 hinggga 500 
meter di atas permukaan laut (37,68%). Sisanya, 19,87% berada pada ketinggian 0 
sampai 25 meter, 19,38% pada ketinggian 25 sampai 100 meter, 15,87% berada 
pada 500 sampai 1.000 meter, serta 7,20% berada pada ketinggian lebih dari 1.000 
meter di atas permukaan laut. 
Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 
kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 
15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah 
Kaliwates, seluas 24,94 Km2  atau 0,76%. 
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Penduduk Kabupaten Jember mayoritas berasal dari suku Jawa dan 
Madura, dengan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat warga 
Tionghoa dan Suku Osing. Rata-rata penduduk Jember adlah masyarakat 
pendatang. Suku Madura dengan keterampilan bertani dan nelayan bergerak dari 
pesisir utara pulau Jawa, melintasi pegunungan dan lebih banyak menetap di 
bagian utara daerah Jember. Suku Jawa dengan keterampilan bertani dan 
bersamaan dengan perpindahan masyarakat pengikut gerakan perlawanan 
terhadap pemerintah Hindia Belanda, memilih jalur selatan dan lebih banyak 
menetap di bagian selatan daerah Jember. Percampuran kedua kebudayaan jawa 
dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang 
bernama kebudayaan “pendalungan”. Masyarakat pendalungan di Jember 
mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya 
tersebut. Kesenian “Can Macanan Kadduk” merupakan satu hasil budaya 
masyarakat pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten 
Jember. Jember berpenduduk 2.529.929 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan 
rata-rata 787,47 jiwa/km2. 
Slogan yang cukup terkenal sejak delapan tahun terakhir ini adalah 
“Membangun Desa Menata Kota untuk Kemakmuran Bersama”. Slogan tersebut 
terkenal karena mengandung makna pembangunan Kabupaten Jember berpihak 
kepada masyarakat kecil, sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir 
dan batin yang ditandai terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, 
kebutuhan papan/perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan 
kondisi sosial ekonomi. 
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember 
dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dilandasi oleh sikap 
profesional, kreatif dan inovatif, mencintai rakyat, berakhlaqul karimah dan 
memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator. Berdasarkan pemikiran di 
atas, maka ditetapkan visi, misi, sasaran, tujuan, dan program prioritas di bidang 
pendidikan, dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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Visi Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih 
dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera, agamis dan 
bermartabat. 
Misi yang akan diemban dalam  mewujudkan visi  secara operasional 
adalah: 
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas; 
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat; 
3. Mengembangkan potensi daerah secara optimal; 
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran; 
5. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan. 
 
Sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta keterbukaan, 
pelayanan yang harmonis, adil dan memiliki kepastian hukum, serta mendorong 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan formal dan 
nonformal, bidang kesehatan masyarakat, bidang kesejahteraan masyarakat, 
bidang pertanian dan perdesaan. 
Sedangkan tujuannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Memberikan pelayanan pemerintahan yang kreatif, berkualitas dan 
bertanggung jawab yang berorientasi pada standar kebutuhan masyarakat; 
2. Meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan memperhatikan kemampuan 
kerjasama dan kesesuaian skill; 
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk 
mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan 
dan budaya daerah; 
4. Menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan guna terwujudnya 
masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan 
kelestarian alam dan budaya masyarakat; 
5. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan stakeholders dalam 
rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 
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6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk menarik investor guna 
membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan, dalam 
rangka perluasan kesempatan kerja; 
7. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program pendampingan dan 
pembinaan yang berkelanjutan, untuk menekan angka kemiskinan; 
8. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian dan non-
pertanian serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana 
pendukung. 
 
Dengan demikian, maka dalam rangka terciptanya visi dan misi, sasaran 
dan tujuan, maka  prioritas program bidang pendidikan akan memperhatikan dua 
hal pokok :  
1. Pendidikan formal yang diarahkan pada pemerataan, mutu dan relevansi 
dan efisiensi manajemen; 
2. Pendidikan non formal yang diarahkan pada keaksaraan, kesetaraan dan 
kecakapan hidup. 
 
Sasaran bidang pendidikan: 
1. Program pendidikan formal : Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, 
peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 
menengah,  penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan 
relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, pemenuhan standar 
pelayanan minimal; 
2. Program pendidikan non formal : Penuntasan buta aksara, pendidikan anak 
usia dini, kesetaraan Paket A, B, C, kesetaraan jender, kecakapan hidup 
dan mutu dan relevansi pendidikan non formal. 
 
Di Kabupaten Jember, terdapat sejumlah perguruan tinggi negeri dan 
swasta. Yang negeri terdiri atas: Universitas Jember, STAIN Jember, dan 
Politeknik Negeri Jember. Dan, banyak sekali perguruan tinggi swasta, seperti: (1) 
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Universitas Muhammadiyah, (2) Universitas Islam Jember, (3) Universitas Moch. 
Seroedji, (4) IKIP PGRI Jember, (5) STIE Mandala Jember, (6) STIE Kosgoro, 
(7) STAI Al-Falah As-Sunniyyah, (8) STAI Al-Qodiri, (9) STDI Imam Syafi’i, 
(10) STIKES Dr. Soebandi, (11) Akbid Dr. Soebandi, (12) STIKES Al-Qodiri, 
(13) Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, dan sebagainya.60 
Sedangkan lembaga pendidikan dasar dan menengah dapat dikemukakan pada 
tabel berikut: 
Tabel 1 
Data Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Jember61 
Nomor Jenjang dan Satuan 
Pendidikan 
Status Pendidikan Keterangan 
Negeri Swasta 
1 SD 979   
2 MI 137   
3 SMP 89   
4 MTs    
5 SMA 18   
6 MA 3   
7 SMK 8   
JUMLAH 1234   
  
Dari tabel tersebut menjadi lebih jelas, bahwa jumlah satuan pendidikan 
umum, khususnya SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Jember berjumlah 
1094 lembaga, sehingga menjadi lebih jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember 
diimplementasikan di sejumlah 1094 lembaga/satuan pendidikan tersebut. 
 
                                                          
60 Profil Kabupaten Jember, Bagian Humas Pemkab Jember, 11 Mei 2013. 
61 Sumber data, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 11 Mei 2013. 
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Jember adalah produk kebijakan Pemerintah Daerah 
yang disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD 
tanggal 5 Maret 2007, dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2007 Nomor 2. Selain itu, sebagai upaya mengimplementasi Perda 
Nomor 2 Tahun 2007 tersebut Bupati Jember mengeluarkan Peraturan Bupati 
Jember Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca 
Tulis Al-Qur’an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah 
Atas/Sekolah Kejuruan Kabupaten Jember pada tanggal 1 Juli 2010 dan telah 
diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tanggal 1 Juli 
2010. 
Diundangkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 
Tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur’an Sekolah 
Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan 
Kabupaten Jember pada tanggal 1 Juli 2010 jelas sebagai upaya melaksanakan 
Perda Nomor 2 Tahun 2007, sebagaimana termaktub dalam klausul konsiderans 
dalam Perbup tersebut, sebagai berikut: 
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Jember agar pendidikan muatan lokal lebih akomodatif 
dalam membentuk pribadi siswa yang agamis dapat mengembangkan 
kemampuan dalam baca tulis al-qur’an sebagai kompetensi dasar 
kegiatan pembelajaran perlu mengatur muatan lokal baca tulis al-
qur’an pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), da Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) di Kabupaten Jember. 
b. Bahwa agar pendidikan muatan lokal dalam pelaksanaannya lebih 
terarah dalam memahami hukum bacaan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah perlu menetapkan Standar Pendidikan Muatan 




c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember.62 
Peraturan daerah adalah regulasi dari peraturan perundang-undangan 
diatasnya, sehingga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
diatasnya, seperti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena 
itu, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember yang bersifat umum 
(sebagaimana penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota lain) adalah 
melaksanakan peraturan perundang-undangan diatasnya sesuai standar nasional 
pendidikan, sedang penyelenggaraan pendidikan yang bersifat lokal, atau bisa 
didesain secara khusus oleh daerah (pemerintah daerah) maka mengacu pada 
peraturan daerah ini. 
Penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus bisa dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Jember, pada umumnya menyangkut pengembangan 
potensi dan ciri khusus daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Jember yang 
sering diwujudkan dalam bentuk Muatan Kurikulum, Muatan Lokal, dan 
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Peraturan daerah yang terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan tentang muatan kurikulum, muatan lokal dan 
pendidikan berbasis keunggulan lokal secara operasional diatur dalam Peraturan 
Bupati, sehingga peraturan bupati tentang ketiga hal tersebut harus mengacu 
kepada peraturan daerah yang statusnya lebih tinggi. 
Pasal-pasal yang dijadikan rujukan implementasi penyelenggaraan 
pendidikan khusus daerah pada umumnya adalah yang termaktub pada pasal 32, 
pasal 33, pasal 34, dan pasal 35.  Namun demikian, dari keempat pasal tersebut 
(pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35) ternyata hanya pasal 32 dan pasal 33 
Perda No. 2 Tahun 2007 yang lebih memperoleh  perhatian khusus untuk 
diimplementasikan karena kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen 
Pemerintah Kabupaten Jember tentang ”mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
yang dialokasikan 4 jam pelajaran perminggu” dan ”setiap satuan pendidikan 
                                                          
62 Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca 
Tulis Al-Qur’an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah 
Kejuruan Kabupaten Jember, menimbang, huruf a, b, c. 
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wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis al-qur’an bagi peserta 
didik yang beragama Islam”. Selain itu, Perbup Nomor 23 Tahun 2010 mestinya 
merujuk pada kedua pasal tersebut. Selengkapnya, kedua pasal tersebut, dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2007 menetapkan muatan kurikulum 
pendidikan sebagai berikut:   
(1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah memasukkan muatan/kegiatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muatan 
kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling 
melengkapi antara kelompok pelajaan yang satu dengan kelompok 
mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan 
intra-kurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik. 
(3) Untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 4 jam pelajaran 
perminggu.63 
 
Dalam penjelasan pasal 32 ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2007 tersebut 
dapat dikemukakan: 
Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan 
membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak 
mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari 
pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, 
pemahaman, dan penanaman  nilai-nilai  keagamaan,  serta  pengamalan  
                                                          
63 Perda Nomor 2 Tahun 2007, pasal 32 ayat (1), (2) dan (3). 
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nilai-nilai  tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif 
kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya 
bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang 
aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
Tuhan. 
Pendidikan  Agama  Islam  diberikan  dengan  mengikuti  tuntunan  
bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan 
manusia yang  bertakwa  kepada  Allah  SWT  dan  berakhlak  mulia,  
serta  bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi 
pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik 
personal maupun sosial. 
Pelaksanaan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak 
Mulia yang dialokasikan 4 (empat) jam pelajaran per minggu dapat 
diperhitungkan secara fleksibel dengan alokasi waktu muatan lokal dan 
pengembangan diri.64 
 
Selain itu, pada pasal 33 Perda Nomor 2 Tahun 2007 ditentukan tentang 
muatan lokal kurikulum pendidikan di Kabupaten Jember sebagai berikut: 
(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan 
lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai 
mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku 
pada semua peserta didik. 
(2) Pencak silat merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib 
dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. 
(3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan 
lokal baca dan tulis al-qur’an bagi peserta didik yang beragama Islam. 
(4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatan lokal 
disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama. 
                                                          
64 Perda Nomor 2 Tahun 2007, Penjelasan pasal 32 ayat (3). 
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(5) Kurikulum muatan lokal lainnya diberikan sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam 
kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik. 
(6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal seperti dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.65 
 
Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Perda Nomor 2 Tahun 
2007 tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Ayat (1) 
Pendidikan muatan lokal bertujuan memberi bekal kemampuan kepada 
peserta didik sesuai dengan  kebutuhan yang dikembangkan  oleh satuan 
pendidikan formal, non formal dan informal berdasarkan ciri khas satuan 
pendidikan atau kecakapan tertentu yang memungkinkan bisa dilakukan 
oleh semua siswa untuk mengembangkan diri sebagai bekal siswa menjadi 
anggota masyarakat. 
Pengembangan pendidikan muatan lokal   dilakukan karena tidak bisa 
disatukan dalam mata pelajaran seperti yang sudah diatur dalam kurikulum, 
akan tetapi dibutuhkan  dalam kehidupan  sehari-hari,  seperti  
penguasaan bahasa Daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lain. 
Atau pengembangan kecakapan yang bersifat ketrampilan dasar yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sekitar. 
Ayat (2) 
Alokasi waktu muatan lokal pencak silat termasuk didalam alokasi   waktu 
mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 
Ayat (3) 
Materi, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap satuan pendidikan 
dapat mempertimbangkan muatan kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI Nomor: 22 Tahun 2006, Nomor 23 Tahun 2006, 
                                                          
65 Perda Nomor 2 Tahun 2007, pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (6). 
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dan Nomor 24 Tahun 2006. 66 
 
Pasal 34: Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal 
(1) Setiap  satuan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  
menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal 
sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai 
mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler. 
(2) Peserta  didik  dalam  pendidikan  berbasis  keunggulan  lokal  
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dipilih  sesuai  dengan  
kompetensi,  bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. 
(3)  Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa : 
a.  pendidikan yang bersifat akademis; 
b.  pendidikan yang berbasis teknologi; 
c.  pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi, dan  
d.  pendidikan berbasis masyarakat. 
 
Pasal 35 
(1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan 
lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup, dan 
mengembangkan multi kecerdasan, khususnya     kecerdasan spiritual 
dan kecerdasan emosional. 
(2) Pelaksanaan  kecakapan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
disesuaikan   dengan   jenjang   pendidikan,   potensi   sumber   daya   dan 
kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan 
dan ketrampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta 
didik berhasil menyelesaikan pendidikan. 
Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Jember ternyata belum efektif, terbukti sangat banyak satuan 
                                                          
66 Perda Nomor 2 Tahun 2007, Penjelasan pasal 33 ayat (3). 
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pendidikan SD/SMP/SMA/SMK yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah 
tersebut.67  
 
3.2. Hambatan dan Solusi Implementasi  Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Jember   
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Jember yang ditetapkan dan diundangkan 5 Maret 2007 
memuat 27 bab dan 68 pasal, sedang Perbub Nomor 23 Tahun 2010 yang 
ditetapkan dan diundangkan 1 Juli 2010 memuat 6 bab dan 9 pasal. Meskipun 
Perda Nomor 2 Tahun 2007 sudah lebih 6 tahun diundangkan, dan Perbup Nomor 
23 Tahun 2010 sudah sekitar 3 tahun diundangkan, ternyata di lapangan banyak 
mengalami hambatan dan kendala. 
Dalam surat pernyataan bersama nomor: 001/KKG-MGMP-AGPAI 
PAI/V/2012 yang ditujukan kepada Bupati Jember dan ditandatangani oleh: 
Buyadi, S. Pd.I (Ketua KKG PAI SD se Kabupaten Jember), Sucipto, S. Pd. I., M. 
Pd. I (Ketua MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember), dan Drs. H. Tohari, S. Psi., 
M. Pd. I (Ketua AGPAI SMA se Kabupaten Jember) tertanggal 7 Mei 2012, 
disampaikan beberapa hambatan, yaitu:  
1. Kurang banyak dipahami ruh dan isi Perda dan Perbup tersebut di atas 
oleh kalangan praktisi pendidikan maupun pelaku pendidikan di 
Kabupaten Jember ini. 
2. Kurang adanya ketegasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 
untuk melaksanakan Perda maupun Perbup yang terkait dengan BTA 
sebagai muatan lokal. 
3. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup yang terkait dengan BTA 
sebagai muatan lokal wajib bagi penyelenggara pendidikan di jenjang 
SD/SMP/SMA/SMK. 
                                                          
67Lebih lanjut, dapat ditelaah pernyataan bersama Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam 
(KKG PAI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) dan 
Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Kabupaten Jember, yang dirangkum dalam 
surat yang disampaikan ke Bupati Jember, tanggal 7 Mei 2012. 
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4. Kurangnya kepahaman isi Perda maupun Perbup sehingga mayoritas di 
jenjang pendidikan baik SD/SMP/SMA dan SMK, maka pembelajaran 
BTA di sekolah masih sangat bervariati. Varians tersebut diantaranya: 
a. Mayoritas pelaksanaan BTA di sekolah hanya sekedar dalam 
pembiasaan atau ekstra saja, tanpa ada tolak ukur yang jelas sesuai 
dengan lampiran Perbup. 
b. Sebagian pembelajaran BTA di sekolah sudah masuk pada jam-jam 
efektif, hanya saja sekolah tidak berani memunculkan nilai BTA di 
buku rapor. 
c. Ternyata di lapangan masih ada sebagian sekolah yang tidak 
mengalokasikan jam BTA sebagai muatan lokal. 
5. Kendala yang sangat nyata, karena tidak ada panduan resmi (Buku Ajar) 
tentang BTA.68 
 
Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2013 MGMP PAI se Kabupaten 
Jember membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Jember. Surat bernomor: 
014/MGMP PAI/II/2013 perihal Implementasi BTA di Lapangan. Dalam surat 
tersebut, implementasi BTA di lapangan ternyata masih belum berjalan secara 
maksimal, sebagaimana hasil evaluasi Guru Pendidikan Agama Islam se 
Kabupaten Jember, karena: 
1. Ditingkat SDN, masih 75% lembaga SDN yang melaksanakan BTA, 
itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, 
dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Di lapangan 
banyak yang mengalokasikan 3 jam PAI (sekaligus BTA), dan itupun 
pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra kurikuler, artinya, tidak menjadi 
muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA masih include dengan nilai PAI 
(tidak muncul nilai tersendiri di rapor), sehingga di mata masyarakat 
belum nampak bahwa terdapat muatan lokal BTA. 
                                                          
68 Pernyataan Bersama Nomor: 001/KKG-MGMP-AGPAI PAI/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012. 
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2.  Ditingkat SMP masih 25% lembaga SMP yang melaksanakan BTA, 
itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, 
dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Ternyata di 
lapangan banyak yang mengalokasikan 3 jam pelajaran PAI (sudah 
termasuk BTA), dan itupun pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra 
kurikuler, artinya, tidak menjadi muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA 
masih include dengan nilai PAI (tidak muncul nilai tersendiri di rapor), 
sehingga di mata masyarakat belum Nampak bahwa terdapat muatan 
lokal BTA. Bahkan ada sebagian yang memang menolak adanya BTA 
dengan alasan tidak sesuai dengan kurikulum pusat dan Jam BTA tidak 
diakui menurut pemetaan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Jember. 
3. Ditingkat SMA/SMK masih 20% lembaga yang melaksanakan BTA, 
itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, 
dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Ternyata di 
lapangan banyak yang mengalokasikan 3 jam pelajaran PAI (sudah 
termasuk BTA), dan itupun pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra 
kurikuler, artinya, tidak menjadi muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA 
masih include dengan nilai PAI (tidak muncul nilai tersendiri di rapor), 
sehingga di mata masyarakat belum Nampak bahwa terdapat muatan 
lokal BTA. Bahkan ada sebagian yang memang menolak adanya BTA 
dengan alasan tidak sesuai dengan kurikulum pusat dan Jam BTA tidak 
diakui menurut pemetaan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Jember. 
Bahkan ada sebagian sekolah yang menganjurkan agar diterbitkan 
Peraturan Gubernur tentang BTA. 
4. Ketidak maksimalan BTA dikarenakan antara lain: 
a. Belum maksimalnya sosialisasi yang terkait dengan Perda Nomor 2 
Tahun 2007 dan Perbup Nomor 23 Tahun 2010, baik dari Dinas 
Pendidikan Kabupaten Jember, lebih-lebih oleh Pemkab Jember. 
b. Kurang ada ketegasan dari isi Perda dan Perbup dimaksud, sehingga 
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember lebih menyerahkan sesuai 
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dengan kondisi sekolah, akhirnya pihak sekolah menjadi tidak 
maksimal menerapkan BTA. 
c. Masih ada berbagai variasi dalam memahami Perda dan Perbup, ada 
yang memahami BTA sebagai pembiasaan di luar jam seperti kegiatan 
ekstra, ada yang memasukkan alokasi jam pelajaran tapi tidak masuk 
pada muatan lokal.69  
Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, jika hambatan 
implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 dianalisis menurut pandangan Soerjono 
Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik 
diperlukan keserasian dan hubungan antara lima faktor, yakni: (1) hukum dan 
peraturan itu sendiri, (2) mentalitas petugas yang menegakkan hukum, (3) fasilitas 
yang diharapkan dalam penegakan hukum,  (4) Kesadaran dan kepatuhan hukum 
dari para warga masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, 
cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.70 
Maka hambatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 menyangkut hal-hal 
sebagai berikut: 
Hambatan pertama, kurang adanya singkronisasi antara Perda dan 
Perbup, karena di Perda Nomor 2 Tahun 2007 jelas bahwa Pendidikan Agama 
dialokasikan 4 Jam pelajaran perminggu,71 sedang di Perbup tidak tegas, bahkan 
menyerahkan pelaksanaannya pada satuan pendidikan masing-masing.72 
Hambatan kedua, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, seperti para 
birokrat dan legislatif, yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan kontrol 
atau pengawasan, termasuk melakukan kontrol terhadap Perda yang 
implementasinya tidak efektif seperti Perda Nomor 2 Tahun 2007. Hambatan 
ketiga, fasilitas yang tidak memadai, seperti belum adanya buku Teks BTA, 
belum ada fasilitas Laboratorium BTA, belum memadainya ketenagaan guru yang 
                                                          
69 Surat MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember ditujukan kepada Bupati, 3 Januari 2013. 
70 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 8. 
71 Perda Nomor 2 Tahun 2007, pasal 32 ayat (3). 
72 Perbup Nomor 23 Tahun 2010, pasal 7 ayat (3). 
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siap mengajar BTA, dan fasilitas lainnya. Hambatan keempat, kesadaran dan 
kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Indikasi ini sangat nyata di 
lapangan, seperti: pelaksanaan BTA di SD 75%, SMP 25%, dan SMA/SMK 
hanya 20%. Porsentasi angka partisipasi yang kurang dari 50% tersebut sudah 
menjadi indikasi kuat lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga 
masyarakat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing 
satuan pendidikan. Hambatan kelima, karena faktor kebudayaan, yakni sebagai 
hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 
pergaulan hidup. 
Selanjutnya, bagaimana solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember?. Guru 
Agama yang tergabung dalam KKG PAI SD, MGMP PAI SMP, dan AGPAI 
SMA/SMK  berharap sebagai berikut: 
1. Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Perbup Nomor 23 Tahun 2010 benar-
benar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin di Kabupaten Jember ini, 
agar tercipta Jember yang religious dan dapat membendung krisis mental, 
dekadensi moral, bahkan dapat mengantisipasi kenakalan remaja. 
2. Harapan Guru Agama Islam bahwa BTA dilaksanakan pada jam-jam 
pelajaran 2 jam pelajaran dalam satu minggu, tidak diincludekan dalam 
pelajaran PAI. 
3. Harapan Guru Agama pada tahun 2013 ini BTA sudah menjadi muatan 
lokal tersendiri dan nilai BTA juga tersendiri tercantum dalam rapor 
sebagai muatan lokal, tidak hanya sekedar ekstra atau pembiasaan saja.73 
 
Merespons berbagai harapan masyarakat, khususnya Guru Pendidikan 
Agama Islam, Bupati Jember MZA Djalal memberikan pernyataan solutif: “saya 
ingin ada kajian, agar dikaji dulu secara ilmiah dengan data yang valid, hasil 
kajian itu yang akan saya jadikan referensi untuk mengambil kebijakan”. “Oleh 
karena itu, timnya harus gabungan antara Universitas Islam Jember, Dinas 
                                                          
73 Surat MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember ditujukan kepada Bupati, 3 Januari 2013.  
54 
 
Pendidikan, dan Prof. Halim, saya minta Gus Afthon agar melakukan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait agar dialokasikan di APBD Perubahan”.74 
Oleh karena itu, ada beberapa langkah solusi yang bisa dikemukakan. 
Pertama, merubah hambatan menjadi kekuatan, sehingga implementasi Perda 
Nomor 2 Tahun 2007 bisa efektif, dengan cara melakukan singkronisasi 
peraturan, membenahi mentalitas, memenuhi fasilitas, mengembangkan 
kesadaran/kepatuhan, dan kebudayaan, dan Kedua, kajian ilmiah menjadi sangat 
penting, agar penentu kebijakan selalu membiasakan diri agar kebijakannya 
berbasis riset, atau berbasis hasil riset.  
 
 
                                                          
74 Respons Bupati Jember MZA Djalal seusai Acara Rembuk Kampung di Kampus Universitas 
Islam Jember, 7 Mei 2012, informasi hasil wawancara dengan Sucipto, M. Pd. I, Ketua MGMP 







Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember ternyata belum 
efektif. Secara spesifik kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai 
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember yang ditetapkan dan 
diundangkan 7 Maret 2007, ternyata belum efektif. Tidak efektifnya 
implementasi tersebut, dapat diketahui dari banyaknya lembaga/satuan 
pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) di Kabupaten Jember yang tidak 
melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, seperti: di tingkat SD 75%, di tingkat 
SMP 25%, dan tingkat SMA/SMK hanya 20%.  
2. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan 
pendidikan di Kabupaten Jember ditetapkan dan diundangkan, namun masih 
ditemukan beberapa hambatan, antara lain: pertama, kurang adanya singkronisasi 
antara Perda dan Perbup; kedua, mentalitas petugas yang menegakkan Perda, 
seperti para birokrat dan legislatif yang belum maksimal; ketiga, fasilitas untuk 
implementasi yang tidak memadai, seperti belum adanya buku Teks BTA, belum 
ada fasilitas Laboratorium BTA, belum memadainya ketenagaan guru yang siap 
mengajar BTA, dan fasilitas lainnya; keempat, kesadaran dan kepatuhan hukum 
dari para warga masyarakat, seperti: angka partisipasi yang masih kurang dari 
50%, dan hambatan kelima, karena faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, 
cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Bahwa solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan 
pendidikan di Kabupaten Jember, dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai 
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berikut: solusi pertama, merubah hambatan menjadi kekuatan, sehingga 
implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 akan menjadi efektif, dengan cara 
melakukan singkronisasi peraturan, membenahi mentalitas, memenuhi fasilitas, 
mengembangkan kesadaran/kepatuhan, dan kebudayaan, dan solusi kedua, 
dilakukan kajian ilmiah secara komprehensif yang hasilnya dijadikan sebagai 
dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan berbasis riset, atau 
berbasis hasil riset. 
 
4.2. Saran 
Bertitik tolak dari hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, 
maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Harus dilaksanakan evaluasi, bahkan kajian terhadap implementasi Peraturan 
Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan, karena diduga banyak Peraturan 
Daerah yang implementasinya tidak efektif. Kepada semua pihak yang terkait, 
agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai 
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, dijadikan sebagai 
pengalaman berharga untuk tidak diulangi, karena setelah ditetapkan dan 
diundangkan sebagai Peraturan Daerah, ternyata implementasinya belum efektif. 
Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mengimplementasikan 
Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan tersebut. 
2. Kepada semua pihak, khususnya penentu kebijakan, semoga hasil penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan 
kebijakan yang berbasis riset, atau disarankan agar setiap kebijakan yang 
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